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KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAHAT
JL. Bhayangkara No. I Bandar Jaya Lahat

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

NOMOR: 27 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFOMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT TAHUN 2025

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa dalam mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efektif,
efisien, terbuka, bersaing, adiltidak diskriminatif, dan akuntabel perlu
menetapkan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan
Layanan Pengadaan Secara Elektornik (LPSE);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lahat tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Rencana
Umum Pengadaan (SIRUP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektornik (LPSE)
pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2025;

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4846);

4, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
Undang-Undang (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
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.
6. Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4738);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Dacrah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10
Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 tentang Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1286);

12.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretarian Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAHAT TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) DAN LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2025.

KESATU ¢ Menunjuk dan Menetapkan Saudara :

Nama Jabatan
Muhammad Aditama Ikhsan, S.Kom | Penata Kelola Sistem dan Tekonologi
Informasi pada Sub Bagian Keuangan,
Umum, dan Logistik Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lahat
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Sebagai Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (L.PSE) pada Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lahat Tahun 2025.

KEDUA ¢ Tugas dan tanggung jawab Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yaitu :

a. Melakukan pengisian dana  Rencana  Umum  Pengadaan  termasuk
perubahannya. Pengisian data dimaksud dilakukan secara elektronik melaui
aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia;

b, Mengarsipkan data dan informasi Rencana Umum Pengadaan;

¢.  Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui Portal PSE, dan Website
KPU Kabupaten Lahat;

d.  Melakukan pemeliharaan rutin terhadap data dan informasi yang telah diinput;

¢. Melakukan perubahan apabila terjadi revisi terhadap pengisian data
sebelumnya;

. Melaporkan secara berkala informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan
sistem serta informasi yang dibutuhkan demi kelancaran penggunaan sistem

tersebut.
KETIGA ¢ Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
KEEMPAT ¢ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Lahat

Pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

TTD

MERY ANGGRAINY, S.IP., M.L.P.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
Plt. KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM
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